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Abstrak
 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya beberapa kelemahan dalam hal pemberian perlindungan terhadap

anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Makassar Barat. Untuk itu

penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran kasus anak yang berkonflik dengan hukum, realisasi

perlindungan terhadap mereka dalam proses penyidikannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi

perealisasiannya.

Dalam rangka menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa Konsep

Penegakan Hukum yang didalamnya terdapat Teori Penegakan Hukum Hamis McRae dan Konsep Politik

Hukum. Selain itu juga digunakan Konsep Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Konsep Penyidikan

Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Konsep Diversi dan Restorative Justice

dan Teori Dramatisasi Kejahatan Tanennbaum. Konsep dan teori tersebut dirangkai dalam sebuah kerangka

berikir yang dijadikan landasan dalam melakukan analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus.

Sumber informasi didapat dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang

dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data meliputi

kegiatan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang dilakukan diketahui bahwa kasus-kasus yang terjadi di

wilayah hukum Polresta Makassar Barat memiliki kecenderungan terjadinya peningkatan, namun tidak

ditemukan adanya gejala residivisme. Bila dilihat dari perbuatannya, sebagian besar tidak dapat dilakukan

diversi langsung maupun diversi dengan diskusi komprehensif atau restorative justice. Dalam realisasi

perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Penyidik Sat Reskrim Polresta Makassar

Barat, masih ditemukan kelemahan dalam hal penyidikan yang tidak seluruhnya dilakukan oleh Unit PPA,

penyidik anak dan kerahasiaan identitas anak. Kelemahan-kelemahan tersebut diakibatkan dari adanya

faktor-faktor yang rnempengaruhi yang berasal dari perundang-undangan  penegak hukum, sarana dan

fasilitas, masyarakat dan kebudayaan serta political will dari pemerintah dalam hal pemberian perlindungan

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, adalah melakukan pemberdayaan Unit PPA

melalui peningkatan kualitas penyidiknya, menambah jumlah penyidik Polwan dan menetapkan penyidik

Polwan Unit PPA sebagai Penyidik Anak. Kedua, adalah membuat kesepakatan tertulis dengan pihak media

massa dalam rangka menjamin kerahasiaan identitas korban. Ketiga, adalah membangun Ruang Tahanan

anak yang berkonflik dengan hukum yang terpisah dan blok tahanan dewasa. Dan rekomendasi terakhir

adalah perlu adanya political will dari pemerintah dalam bentuk pembuatan undang-undang khusus atau

melakukan revisi peraturan perundangundangan yang telah ada yang mengatur secara tegas mengenai

diversilrestorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di dalam sistem peradilan pidana.
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